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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penyimpangan Perilaku Seksual 

Istilah penyimpangan seksual (sexual deviation) sering disebut 
juga dengan abnormalitas seksual (sexual abnormality). terjadinya 
penyimpangan seksual merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang 
dengan mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai atau tidak 
sewajarnya didapat oleh setiap orang15, Penyimpangn seksual kadang 
dengan ketidakwajaran seksual yaitu perilaku perilaku seksual atau 
fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat 
relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin 
yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan 
dengan norma-norma tingkah laku seksual dimasyarakat yang bisa 
diterima secara umum 16. 

Menurut Suyatno penyimpangan seksual adalah aktivitas 
seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan 
seksual dengan tidak sewajamya. Biasanya, cara yang digunakan oleh 
orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. 
Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, 
seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan 
faktor genetic. 

Menurut Ivan Bloch orang yang perilaku seksualnya 
menyimpang bukanlah tanda-tanda degenerasi, karena penyimpangan 
dari tujuan seksual seperti halnya hubungan yang menyimpang 
terhadap objek seksual telah ada sejak permulaan zaman dan selama 
abad-abad yang kita kenal, disetiap ras dari suku yang paling primitif, 
hingga masyarakat yang paling berbudaya, dan kadang- kadang 
berhasil mencapai tahap toleransi dan prevalensi umum Frustasi dalam 
kepuasan seksual yang normal mungkin akan mengarah pada 
berjangkitnya penyakit kejiwaan. Konsekuensi dan aspek frustasi ini 

                                                             
 15 Yanti Fitria. Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi. 
Yogyakarta: Deepublish. 2020, h. 37. 
 16 Didi Junaidi,. Op.cit, H. 8. 
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akan dipaksa menjadi suatu tahapan penikmatan aspek 
seksualitas yang mulai tidak normal, pembendungan hasrat semacam 
ini akan menekankan hasrat untuk kemudian menyimpang 

Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual 
adalah multifaktoral, mencakup gejala-gejala di dalam dan di luar 
pribadi yang saling berkaitan.  

1. Faktor interal 

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam 
individu, pengaruh dari faktor ini biasanya berasal dari seseorang 
itu sendiri atau melalui faktor herediter atau factor keturunan. 
Perubahan perubahan hormonal yang meningkat hasrat seksual itu 
sendiri. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran 
dalam bentuk bertingkah laku seksual. 

2. Faktor Eksternal  

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar 
individu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang 
dalam terjadinya penyimpangan seksual yaitu17 :

a. Keluarga  
Salah satu yang berperan yaitu orang tua, 

ketidaktahuan orang tua maupun sikap menabukan 
pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung 
membuat jarak dengan anak tentang permasalaha 
seksual mengakibatkan pengetahuan anak tentang seks 
berkurang. Peran orang tua untuk mengajarkan sejak 
dini memberikan pengertian tentang pendidikan seksual 
sangatlah penting. Agar ke depannya anak sudah 
mengerti dan paham untuk mengindari terjadinya 
penyimpangan 

b. Penyebaran rangkasangan seksual melalui media massa 

                                                             
 17 Sarwono, Sarlito W. Psikologi Remaja, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 
2011, h. 188. 
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Di era globalisasi dimana percepatan 
pertumbuhan teknologi serta mudahnya mendapat 
segala informasi yang dibutuhkan membuat penyebaran 
informasi mengenai hal hal yang berbau seksualitas 
mudah untuk didapatkan. Hal tersebut tentunya bila 
tidak diawasi dengan baik tentunya akan memberikan 
dampak rangsangan seksual yang bisa menyebabkan 
suatu penyimpangan seksual 

c. Lingkungan pergaulan 
Selain proses sosialisasi yang terjadi di dalam 

lingkungan keluarga, setiap individu pasti mempunyai 
ruang lingkup bersosialiasi lain, yaitu lingkungan 
bermain, lingkungan belajar, dan lingkungan 
masyarakat. Disinilah peran individu lain (individu 
selain keluarga) memegang peranan penting dalam 
perkemangan suatu individu. Maka dari itu lingkungan 
pergaulan yang dimasuki suatu individu harus dapat 
berpengaruh serta mengingatkan dalam mengontrol 
pengarus individu di masyarakat. Hal ini sangat terkait 
erat dengan pandangan dan nilai-nilai masyarakat 
terhadap seks. Semakin permisif suatu lingkungan 
terhadap nilai nilai kenormaan semakin 
berkecenderungan untuk melakukan hal-hal yang 
menyimpang dari norma 

d. Pernah Menjadi Korban
Suatu Individu yang pernah menjadi korban 

pelecehan sekst atau pemerkosaan cenderung subyek 
yang paling rentan dalam menjadi pelaku aktivitas 
penyimpangan seksual, hal ini terjadi karena individu 
ini sudah merasa terlanjur terlibat meskipun menjadi 
korban sehingga munculah sifat atau keinginan jiwa 
untuk tetap melanjutkan kegiatan penyimpangan 
seksual tersebut. 

e. Alkohol serta Obat Obatan 
Faktor ini merupakan faktor eksternal yang 

paling sering ditemui, minuman serta obat obatan kerap 
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membuat seseorang terpengaruh dan tak sadarkan diri, 
hal ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tak 
sadarkan diri dan  melakukan tindak penyimpangan 
seksual 

 

2.2 Eksibisionisme Sebagai Bentuk Penyimpangan Seksual 

Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam golongan 
paraphilia, paraphilia berasal dari bahasa Yunani para yang meiliki 
arti para pada sisi lain dan philos yang memiliki arti mencintai18. 
Paraphilia dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang tidak wajar 
atau tidak umum, yang biasa disebut sebagai penyimpangan seksual. 
Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku seksual yang dianggap 
menyimpang atau menyalahi aturan atau norma yang sudah ada (norma 
kebiasaan, norma hukum, dan norma agama)19. Sementara 
Eksibisionisme sendiri berasal dari kata exhibition yang memiliki arti 
mununjukan atau memperlihatkan alat kelaminnya.

Eksebisionisme merupakan kecenderungan dalam hal 
berimajinasi seksual yang bersifat harus mempertunjukkan alat 
kelaminnya kepada orang lain yang tidak dikehendakinya. Hal ini 
dilakukan untuk memenuhi keinginan serta hasrat seksual untuk 
meraih kepuasan seksual terhadap seseorang yang tidak saling 
mengenal dan tidak mengendaki hal tersebut. Gangguan 
eksibisionisme ini dilakukan dengan melangsungkan masturbasi saat 
berimajinasi atau saat ingin bersungguh sungguh melakukannya.  

Perilaku eksibisonisme pada dasarnya tidak disertai dengan 
maksud lebih lanjut untuk melakukan tindakan aktivitas seksual 
terhadap korban misalnya memperkosa, oleh sebab itu ganggua ini 
tidak berbahaya secara fisik terhadap korban. Hampi semua penderita 
eksibisionisme ini adalah pria dan kebanyakan korbannya adalah 
wanita (dewasa atau anak anak) 

                                                             
 18 Nevidj. S., Greenee B, Psikologi Abnormal, Erlangga, Jakarta, 2003,h. 13. 
 19 Tim Penyusun Kamus, Pusat Pemnaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 
Inonesia, Balai Putaka, Jakarta, 1995, h.488. 
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hukum dapat dijumpai dalam Black
bahwa exhibitionism sebagai  atau 
mempertontonkan secara tidak sopan salah satu bagian tubuhnya.  

menyimpang yang di tandai dengan tindakan menunjukkan alat 
kelaminnya kepada orang lain dan yang menerima tindakan itu sebagai 

kenikmatan seksual ketika ia menunjukkan alat kelaminnya di depan 
orang lain kemudian orang lain menunjukkan reaksi kaget ataupun 
takut terhadap kejadian tersebut. Beberapa kasus tindakan eksibisionis 
ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari 
korban yang merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut. Akibat 
dari banyaknya korban yang merasa dilecehkan, tindakan ini sering 
dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian 
dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Terdapat KUHP 
pasal-pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang melanggar 
kesusilaan dan eksibisionis merupakan salah satu perbuatan yang 
melanggar kesusilaan yang selanjutnya di atur dalam KUHP Bab XIV 

Ilmu Psikologi mengemukakan bahwa Aktivitas seksual 
merupakan aktivitas yang memiliki fungsi procreation (berkembang 
biak) dan sexual pleasure (pemberi kepuasaan). Aktivitas seksual yang 
tidak sesuai dengan norma mengenai perilaku seksual seringkali 
disebut sebagai sexual disorder atau perilaku seksual yang tidak 
teratur. Sexual Disorder terbagi menjadi tiga bentuk yaitu dysfunction, 
paraphilia, dan gender-identity disorder.

Paraphilia atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan 
salah satu bentuk sexual disorder atau sexual deviation. Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) mengklasifikasikan 
beberapa bentuk paraphilia dalam DSM-III-R diantaranya adalah 

sekelompok gangguan yang mencangkup ketertarikan seksual terhadap 
objek yang tidak wajar atau aktifitas seksual yang tidak pada umumnya 
dengan kata lain terdapat deviasi (para) dalam ketertarikan seseorang 
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(filia). Ketika di kalangan masyarakat banyak orang yang mengalami 
Parafilia, mungkin lebih memilih untuk tidak mengungkapkan 
penyimpangan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, angka tingkat 
penangkapan mungkin lebih rendah dari yang sebenarnya, karena 
banyak kejahatan yang tidak dilaporkan. Gangguan ini sering memiliki 
konsekuensi hukum, hal ini dikarenakan orang yang mengidap 
parafilia tidak begitu saja mendapatkan pasangan yang mau menuruti 
semua keinginannya, bahkan tidak jarang orang yang mengidap 
parafilia melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. 

-
merupakan gangguan mental merujuk pada dorongan seksual, atau 
respon seksual terhadap objek atau situasi yang tidak sesuai dengan 
nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Istilah parafilia 
pertama sekali disebutkan oleh seorang psikoterapis bernama Wilhelm 
Stekel dalam bukunya yang berjudul Sexual Aberrations pada tahun 
1925. Pemakaian istilah itu tidak begitu menyebar hingga tahun 
1950an dan ketika DSM (1980an) menggunakan istilah tersebut20. 

Gangguan parafilia dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain: 

1. Eksibisionisme: Pelaku ekshibisionisme akan memperoleh 
kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin 
mereka kepada orang lain yang sesuai dengan 
kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit 
ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi seperti ini 
sebagian besar pelakunya adalah pria, modusnya dengan 
memperlihatkan alat kelaminnya yang bisa dilanjutkan 
dengan masturbasi hingga ejakulasi. Bisa juga pelaku tanpa 
rasa malu menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain 
sekedar untuk menunjukkannya dengan rasa bangga.  

2. Fetishism: merupakan ekspresi seksual seseorang di mana 
subyek sangat memuja atau menyukai sesuatu hal yang di 

                                                             
 20 http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-120632 
 EsayPARAFILIA%20%28PERILAKU%20SEKSUAL%20TIDAK%20NOR
MAL%29.html, diakses tanggal 24 maret 2021 Pukul 21.00 WIB. 
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luar normal dari lawan jenisnya. Benda tersebut bisa berupa 
benda mati yang dimiliki lawan jenis yang disukainya atau 
bagian tubuh dari lawan jenisnya.  

3. Froteurisme: suatu bentuk parafilia di mana seorang 
individu laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dengan 
cara menggesekkan atau menggosokkan alat kelaminnya ke 
tubuh perempuan di tempat publik atau umum.  

4. Pedophilia: merupakan orang yang senang berhubungan 
dengan anakanak di mana anak tersebut masih belum 
mencapai masa puber dan perbedaan umur anak minimal 5 
tahun dengan pelaku.  

5. Voyeurisme: Pengidap kelainan ini akan memperoleh 
kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang 
lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan 
berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan 
mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih 
lanjut terhadap korban yang diintip. Ejakuasinya dilakukan 
dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip 
atau melihat korbannya. 

6. Incest: hubungan seks yang dilakukan dengan sesama 
anggota keluarga sendiri . 

7. Nekrofilia: Bentuk parafilia dimana individu pelaku 
nekrofilia memiki orientasi kepuasan seksual melalui 
kontak fisik yang bersifat merangsang atau hubungan 
seksual dengan pasangan yang dipilih adalah jenasah atau 
orang yang telah meninggal.  

8. Zoofilia: salah satu bentuk parafilia dimana terdapat orang 
atau individu yang terangsang melihat hewan dan 
selanjutnya melakukan hubungan seks dengan hewan.  

9. Perilaku seksual kompulsif: adalah pengulangan tindakan 
erotik tanpa kenikmatan. Kompulsi seksual ini bisa berupa 
telepon seks yang tanpa akhir, one-night stand (affair 
singkat), atau masturbasi beberapa kali dalam sehari, 

sebelum aktivitas dan merasa bersalah atau malu 
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setelahnya. Apapun kepuasan seksual yang didapatnya, 
tindakan tersebut adalah dangkal dan hambar.  

Penulisan skripsi ini hanya mengambil satu jenis gangguan 
seksual yang digolongkan dalam gangguan parafilia dengan jenis 

yang ditandai dengan kecendrungan untuk memperlihatkan hal-hal 
yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis. 

mendesak dan terusmenerus dengan memamerkan bagian genitalnya 
kepada orang lain. Dorongan tersebut bertujuan untuk menakuti, 
me
tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual kepada 
orang yang tidak dikenal yang tidak menginginkannya kadang kepada 
seorang anak. Adapun ciri-  

1. Berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 
bulan, fantasi, dorongan atau perilaku yang menimbulkan 
gairah seksual yang berkaitan dengan memamerkan alat 
kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak 
menduganya. 

2. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan 
tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan 
orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah 
interpersonal.  

3. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut 
korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan 
menghindar dan mencoba pergi.  

4. Aktifitas menunjukan alat vital terhadap korban sudah 
merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya 
hubungan badan21.  

Menurut Tri Hadi, Psikolog Klinis, mengatakan 
ermasuk dalam 

kategori Paraphilia, yaitu objek pemenuhan kebutuhan seksual yang 
                                                             
 21 URL: http://m.bisnis.com/ini-3-ciri-eksibisionis, di akses pada 24 maret 
2021 pukul 21.15. 
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atau disebut eksibisionis mendapatkan rangsangan seksual ketika 
melihat reaksi korban saat terkejut, takut, menjerit, teriak, atau lari. Di 
situ dia membayangkan wajah korban dan mulai masturbasi sampai 
mencapai orgasme.  

Terdapat 3 kriteria untuk menentukan seseorang merupakan 
eksibisionisme atau bukan, yaitu: 

1. Orang memamerkan alat vitalnya di depan orang lain untuk 
mendapatkan rangsangan seksual.  

2. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut 
korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan 
menghindar dan mencoba pergi.  

3. Aktifitas menunjukan alat vital terhadap korban sudah 
merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya 
hubungan badan22.  

Eksibisionisme biasanya adalah pria. Perbandingan pria dan 
wanita pelaku seks menyimpang ini adalah 4:1. Hal ini dilihat dari 

para pria. Gejala awal seseorang menderita kelainan seksual 

hingga 17 tahun. Namun kelainan ini akan semakin berkurang ketika 
penderita menginjak usia 40 tahun23. 

Para ahli mengatakan gangguan ini biasanya mengalami 
gangguan buruk pada pasangan seks nya. Mereka tak percaya diri 
dalam hal seksual, dan biasanya tidak matang dalam halnya sebagai 
seorang pria, penyebabnya pengalaman pada masa perkembangan 
anak-anak, pada masa anak dia menunjukkan alat kelaminnya dan 
korban merasa excited (terkejut, takut, malu dan jijik) maka si 
penderita merasa itu adalah sebuah pujian dan kejantanan baginya.  

                                                             
 22 URL: http://kabar24.bisnis.com/read/20131106/220/184807/ini-3-ciri-
eksibisionis, diakses pada 24 Maret 2021 pukul 21.34 WIB 
 23ibid 
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Eksibisonism dalam istilah psikologi sering disebut juga 
dengan apodysophilia atau lady godiva syndrome, yaitu suatu 
keinginan yang kuat atau kondisi psikologis yang kompulsif untuk 
memamerkan atau memperlihatkan tubuhnya untuk menarik perhatian, 
terutama lawan jenisnya. 

2.3. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Perkataan  itu sendiri berarti 
sebagian dari suatu kenyataan atau , 
sedangkan  berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata 
straafbarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan 
yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah 
manusia sebagai seorang pribadi  

Dalam Bahasa Indonesia strafbaarfeit memiliki berbagai arti atau 
istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana tindak pidana24, 
perbuatan yang dapat dihukum dan lain lain. walaupun istilah ini terdapat 
dalam perundang  undangan namun tidak ada definisi secara khusus 
tentang difinisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami 
selama ini merupakan pengertian dari padangan para ahli hukum 
khususnya hukum pidana. 

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan 
perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang 
mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat 
dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai 
kesalahan yang dilakukan  

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman 

                                                             
 24Lukman Hakim, Asas- Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, CV 
Budiutama,Yogyakarta , 2020, H. 3.  
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(sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut 
terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan .  

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum 
yang dilarang dan diancam pidana;  

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu 
keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku 
seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada 
seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;  

c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang 
erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai 
hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang 
menmbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam 
pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. 
Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada 
unsur-unsur perbuatan yang dilkukan oleh manusia, yang 
memenuhi rumusan dalam UndangUndang dan bersifat 
melawan hukum.

D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana 
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tndakannya dan oleh 
undangundang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum. Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons 
adalah :  

a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, 
berbuat atau tidak berbuat);

b. Diancam dengan pidana;  
c. Melawan hukum;  
d. Dilakukan dengan kesalahan; 
e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan 

manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan 
dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau 
mampu bertanggung jawab  

 W.P.J Pompe, strafbaarfeit sebenarnya adalah tindakan lain dari 
pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah 
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dinyatakan sebagai tindaka yang dapat dihukum. Bahwa strafbaarfeit itu 
secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelangaran norma yang 
dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum 

 Van Hamel merumuskan starfbarfeit sebagai suatu serangan atau 
ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan 
manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, 
dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.   

 Wirjono Prodjodikoro, istilah strafbaarfeit diterjemahkan sama 
dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. 

2.4. Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana  dalam bahasa Inggris disebut 
sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsem 
pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut 
soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai moral 
atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 
kelompok dalam masyarakat, hal in dilakukan agar 
pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi unsur 
keadilan. Pertsnggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk 
menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan perbuatannya atas suatu tindak pidana yang 
telah terjadi. 

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang 

(geern straf zonder schuld). Tetapi, apabila 
pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si 
pelaku tindak pidana disebut leer van het materiele feit. Sedangkan di 
dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang 
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merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia25 

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana 
harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:  

a. Tidak pidana (daad strafrecht)  
b. Pelaku tindak pidana (dader strafrecht) 

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan denga 
seksama, karena didalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa 
suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana 
belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya 
dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya 
mempuyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak 
pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah 
yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum 
untuk menjatuhkan pidana (algemene voorwaarde voor 
strafbaarheid).26 

pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada 
pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk 

27 Maksud celaan objektif 
adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang 
merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah 
perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum 
formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan 
subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh 
seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada 

                                                             
 25 Roni Wiyanto, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, 
Bandung, hlm 178 
 26 Ibid 
 27 Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem 
Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, 
hlm.,21. 
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dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana 
tidak mungkin ada. 

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah 
cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan 
dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi 
meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam 
undangundang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum 
memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu 
adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan 
perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). 
Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika 
dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat 
dipertanggungjawabankan kepada orang tersebut 

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang 
memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya 
pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

 Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh 
pembuat; 
Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau 
kealpaan;  

 Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;  
 Tidak ada alasan pemaaf.

2.5. Pengaturan Eksibisionisme Dalam Hukum Positif Indonesia 

Indonesia adalah negara yang berkonsep negara hukum yang 
dimana peraturan dibuat untuk melindungi serta menjamin suatu hak hak 
rakyat. Konsep negara hukum pertama kali oleh Plato. Plato 
mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang 
didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik28.  

Berbicara tentang penegakan pelanggaran tindak 
penyimpangan seksual eksibisionisme dalam peraturan yang mengatur 

                                                             
 28 Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar 
Grafika, Jakarta Timur, 2013, h. 24. 
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tindak pelanggar norma kesusilaan di indonesia pelaku eksibisionisme 
dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang cukup berat. Peraturan 
tersebut termuat dalam beberapa intrumen hukum positif yang berlaku 
di Indonesia. Secara lex specialis, termuat pada Pasal 10 UU No. 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi didalam Undang-undang tersebut 
termuat delik Eksibisionisme, Bunyi pasal tersebut adalah : 

dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang 

 

Sanksi pidana atas kejahatan eksibisionisme pada pasal 10 UU. 
No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur lebih lanjut pada Pasal 36 
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bunyi pasal tersebut adalah 
: 

dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan 
ketelanjangan eksploitas seksual, persenggamaan, atau yang 
bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

Eksibisionisme dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi ini merupakan suatu tindak penyimpangan norma dan 
sebuah tindak kejahatan. Delik yang terdapat dalam UU No. 44 Tahun 
2008 mengenai eksibisionisme ini ialah delik umum, dan bukan delik 
aduan.29 

Kemudian kejahatan dengan eksibisionisme juga termasuk 
dalam kejahatan kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam 
KUHPidana BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan pasal 
281, Bunyi pasal tersebut ialah:

                                                             
 29 https://www.kompasiana.com/advokat-
faridmuadz/5519fa29a33311541db65922/jerat-hukum-untuk-eksibisionis, diakases 
pada tanggal 16 maret 2021 pukul 16.32 WIB
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 dengan pidana penjara paling lama dua tahun 
delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus 
rupiah : 

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan; 

2. Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain 
yang ada di situ bertetangan dengan kehendaknya 

Adapun beberapa kasus mengenai eksbisinionisme yang terjadi 
di Indonesia. Kasus eksibisionisme ini terjadi di Kabupaten Ngawi 
Jawa Timur, pelakunya adalah seorang pria bernama Sadikin umur 38 
tahun. Pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekitar  pukul 06.30 
pelaku sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, 
pelaku berhenti disekitar pinggir atau tepi jalan umum masuk Dusun 
Tepas, Desa Tepas, Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. saat pelaku 
berhenti dari perjalannya muncul hasrat atau keinginan untuk 
membuka penutup kemaluan atau celana sehingga alat kemaluannya 
bisa dilihat oleh orang yang lewat jalan umum kemudian aksi pelaku 
dilihat oleh saudari Sustaina dan Viyontiana Er Khinera. Saudara 
Sustiana dan Viyonyina Er Khinera kemudian melaporkan kejadian 
tersebut ke Kepala Desa Geneng yakni saksi Subandono. Kemudian 
Subandono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geneng untuk di 
proses sesuai hukum. Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi yang 
menangani kasus eksibisionisme yang dilakukan Sakidin itupun 
menjatuhkan putusan pidana 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 
500.000,00 dengan kententuan apabila denda tidak dibayar maka harus 
diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan dalam putusan 
Pengadilan Negeri Ngawi, Tanggal 6 Juni 2017 No 73/Pid.B/2017/Pn 
Ngw30  

 Contoh kedua dari kasus eksibisionisme ini terjadi di kebumen 
Kasus bermula saat Ahmad Darobi pulang kantor pada pertengahan 
Desember 2011.Saat sampai di rumahnya di Kebumen, Jawa Tengah, 
Ahmad Darobi mendapati anaknya yang berusia 8 tahun tengahbermain 

                                                             
 30 Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 73/Pid.B/2017/PN Ngw, H. 14. 
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dengan teman-temannya. Setelah ia masuk ke dalam rumah, Darobi 
memanggil teman anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ternyata di 
dalam rumah Darobi hanya memakai handuk dan membukanya sehingga 
tampaklah alat kelaminnya. Pada Pengadilan Negeri Kebumen Darobi 
dijatuhihukuman 1 tahun penjara dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan 
Tinggi Semarang, namun jaksa tidak puas sehinngga melakukan kasasi di 
MA dan menghasilkan putusan Ahmad Darobi dilepaskan karena 
mengidap gangguan jiwa atau yang disebut Eksibisionisme.31 

 Contoh ketiga dari kasus eksibisionisme ini terjadi di Takengon , 
Provinsi Aceh, pelakunya adalah seorang pria bernama Erviansyah 
berumur 40 tahun. Pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 pukul 18.00 WIB 
dalam perjalanan dari Jagong menuju Attu Lintang dan sesampainya di 
pinggir jalan Lintas Tekengon Jagong Kampung Bukit Sari Kecamatan 
Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah, Pelaku berhenti untuk buang air 
kecil dan setelah buang air kecil pelaku dengan sengaja tidak memasukan 
alat kelaminnya dalam selananya, dengan tujuan akan memamerkan alat 
kelaminnya kepada perempuan atau korban yang melewati tempat pelaku. 
Pengadilan Negeri Takengon yang menangani kasus ini menjatuhkan 
putusan pidana selama 5 bulan dalam putusan Pengadilan Negeri 
Tekengon, Tanggal 14 Oktober 2020, No 100/Pid.B/2020/Pn Tkn32

2.6. Teori Keadilan 

 Istilah keadilan (iustitia
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, 
tidak sewenang-wenang33. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu 
keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan 
pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, 
adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika 
seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu 
tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala 
keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke 

                                                             
 31 Putusan Mahkamah Agung Nomor : 865 K/Pid.Sus/2013 
 32 Putusan Pengadilan Negeri Tekengon Nomor 100/Pid.B/2020/Pn Tkn, H. 17 
 33 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op.Cit., h. 517. 
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tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh 
masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.34 

 Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang 
beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan 
penyelenggara negara melakukan sesuatu tidakan yang diperlukan untuk 
menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau 
sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak 
tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau 
suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena 
terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan 
bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan 
mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. 

 Keadilan berhubungan dengan sikap etis atau apa yang ada di 
dalam pikiran manusia, adil dan tidak adil berhubungan dengan sikap batin 
seseorang, sedangkan kepastian hukum berkaitan dengan sesuatu yang 
nyata dalam kehidupan masyarakat. Keadilan merupakan sebuah konsep 
yang sederhana dan mudah dalisankan, namun sulit untuk untuk 
diwujudkan. Banyak ahli hukum yang dengan teorinya  memberikan 
batasan dan pengertian, namun sampai saat ini belum mampu memberikan 
kepuasan bagi masyarakat. 

 Corpus Iuris Civilis (Kumpulan Undang-undang), menggunakan 
istilah dalam kalimat 

Pandangan ini menitik 
beratkan, bahwa keadilan merupakan istilah yang dipergunakan dalam 
hubungannya antara rakyat dan pemerintah. Keadilan berkaitan dengan 
hak seseorang untuk diperlakukan secara adil oleh penguasa. Penguasa 
yang baik adalah penguasa yang dapat memberikan apa yang menjadi hak 
rakyatnya.  

 Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea 
menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, 
keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, 
tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan 
                                                             
 34 Slamet Suhartono, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Yuma Pustaka, 
Surakarta, 2011, h.15. 
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adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan 
mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga 
keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap 
manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara 
orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan 
ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles 
memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan 
numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua 
orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah 
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai 
kemampuan dan prestasinya35 

 Plato menganggap bahwa keadilan merupakan kesenangan 
(conveni- ence) yang berbeda-beda dan kesenangan terkait dengan 
kepuasan yang menurut masing-masing orang berbeda-beda mamaknai 
dan merasakannya. Diantara seseorang yang satu saling bertentangan, dan 
pada akhirnya keadilan hanyalah merupakan suatu bentuk kompromi. 
Keadilan merupakan kebajikan yang mengandung keselarasan dan 
keseimbangan yang tidak dapat diketahui atau dijelaskan dengan 
argumentasi rasional. Terkait dengan keadilan sebagai kebajikan ini, 
selanjutya Plato membagi kebajikan ke dalam klasifikasi sebagai berikut: 

a) kebijaksanaan atau kearifan; 
b) keberanian atau keteguhan hati;  
c) kedisiplinan; serta  
d) keadilan . 

 Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat 
dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah 
disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan 
atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua 
pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas 
tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak 
bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga 
perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan 

                                                             
 35Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke 
Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, h. 241. 
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perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi 
saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.36 

 Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan 
yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan 
masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. 
Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi 
golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus 
sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang 
mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, 
ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. 
Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama 
besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara 
orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat 
primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa 
maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 
memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 
kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas 
kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali 
kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 
keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap 
orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak 
beruntung.37 

 Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch 
menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai 
keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan 
demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi 
hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang 
bermartabat.38 

                                                             
 36 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, 
Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, h. 217-218.
 37 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, 
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru 
Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 
 38 Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya Moralitas Hukum, Yogyakarta: 
Genta Publishing. 2014, h 74. 
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 Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu 
yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa 
berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan 
kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi  keadilan 
toleransi.39 

 Hukum dan keadilan hukum sangat erat hubungannya dengan 
keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan 
keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang 
tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu 
tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa 
memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu 
tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada 
prinsip- prinsip umum tertentu. Prinsip prinsip tersebut adalah yang 
menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan 
keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang 
adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang 
paling besar bagi setiap orang.40

 Dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. 
Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna 
bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat 
harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, 
adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, 
adil terhadap lingkungnnya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:41 

1. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara 
terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib 
memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam 
bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam 
hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;  

2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara 
terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib 

                                                             
 39 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 2014, h. 174 
 40 M. Agus Santoso,Op.Cit, hlm. 91 
 41 M. Agus Santoso,Op.Cit, hlm. 92.
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memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam negara; dan  

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga 
satu dengan yang lainnya secara timbal balik. 
 

2.7. Konsep Double Track System 

Hukum pidana klasik pada prinsipnya hanya menganut single 
track system, yakni system sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. 
Aliran hukum pidana klasik muncul pada abad XVII, aliran ini 
berpaham inderterminisme beorientasi kepada hukum pidana 
perbuatan, karenanya system pidana dan pemidanaan aliran klasik ini 
sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan bukan kepada 
pelakunya42 

Selanjutya pada abad XIX lahirlah aliran modern yang bertujuan 
mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu yang bermaksud 
untuk secara langsung mendekati atau mempengaruhi pelaku secara positif 
sejauh pelaku masih bisa diperbaiki43 system pemidanaan dua jalur 
(double track system) menghendaki unsur pembalasan atau penderitaan 
dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasai dalam system sanksi 
hukum pidana, hal ini yang menjadi dasar dari penjelasan mengapa dalam 
sistem pemidanaan double track system menuntut adanya kesetaraan 
antara sanksi pidana dan sanksi tindakan44

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan dua 
jenis sanksi pidana sekaligus, dalah hukum pidananya, yaitu berupa pidana 
(straf) dan tindakan (maatregels). Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus 
dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang 
dibangun dalam paradigma pemidanaan modern. Melalui penerapan 

                                                             
 42 M.Solehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double 
Track System dan Implementasinya. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003. H. 25. 
 43 Ibid, h. 25 
 44 Ibid, h. 29 
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sistem dua jalur (double track system), sanksi pidana yang dijatuhkan akan 
lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat45 

2.8. Rehabilitasi 

 Rehabilitasi adalah restorasi atau perbaikan atau pemulihan pada 
status paling memuaskan bagi individu yang mengalami atau menderita 
gangguan atau penyakit mental. Rehabiliasi bagi penderita penyimpangan 
seksual dilakukan dengan maksud untuk menekan atau memulihkan 
kembali gejolak psikis maupun batin yang dapat menimbulkan 
penyimpangan seksual. Dalam system pemidanaan Rehabilitasi 
merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai 
pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi dalam peraturan perundang-

nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan 
orang memberikan pengertian bahwa rehabilitasi adalah pemulihan dari 
gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar melaksanakan 
peranya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam 

untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, 
dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, 
penuntutan atau pengadilan karena di tangkap, ditahan, di tuntut ataupun 
di adili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena 
kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara 
yang di ataur dalam undang-  

 Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang 
bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut soeparman 
rehabilitasi merupakan suatu fasilitas yang sifatnya semi tertutup, 
maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang 
bisa memasuki area ini. Rehabilitasi bagi korban pencabulan di suatu 
lembaga swasta ini adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan 
dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari ketidaknyamanan. 
Pemulihan atau rehabilitasi merupakan suatu upaya bantuan yang di 
                                                             
 45 Sutatiek, Rekonstruksi Sitem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di 
Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 2. 
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berikan kepada seorang korban, kelompok, maupun komunitas dalam 
pemulihan atau memperbaiki keberfungsian sosial, keberfungsian 
merupakan suatu kondisi dimana seseorang berperan sesuai dengan aturan 
yang berlaku di masyarakat atau harapan lingkungan dan peran yang di 
milikinya46 

 Rehabilitasi mempunyai makna yang mengadung pemulihan 
kepada suatu kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula) atau 
suatu perbaikan prilaku menyimpang dan sebaginya atas individu agar 
menjadi individu yang lebuh berguna dan memiliki tempat di masyarakat. 
Apabila rehabilitasi di padukan dengan kata sosial maka rehabilotasi sosial 
biasa di artikan sebaginpemulihan kembali keadaan individu yang 
mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi 
sosial merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk mengitegrasikan 
kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara 
membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga masyarakat dan 
pekerjaan.  

Rehabilitasi ini di berikan agar tercapainya pemulihan yang 
sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual menurut 
pasal 35 ayat (2) peraturan pemerintah repoblik indonesia nomor 40 tahun 
2011 tentang pembinaan, pendampingan dan pemilihan terhadap anak 
yang menjadi korban atau pelaku pornografi, rehabilitasi sosial yang di 
berikan dalam bentuk47 

1. motivasi dan diagnosis psikososial 
2. perawatan dan pengasuhan  
3. pelatihan vikasional dan pembinaan kewirausahan  
4. bimbingan mental spiritual  
5. bimbingan fisik  
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial  
7. pelayanan aksebilitas  
8. bantuan dan asestensi sosial  
9. bimbingan resosialisasi  

                                                             
 46 Prof.A. Masyur effendi, S.H., M.S. perkembangan dimesi hak asasi manusia 
(ham), Ghalia indonesia, Bogor 2005, h.37. 
 47 Ibid. h.38. 
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10. bimbingan lanjut  
11. rujukan.  

 Dari pengertian di hatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi 
merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi 
korban kejahatan seksual agar bisa kembali bersosialisasi kepada 
masyarakat dengan tisak merasakan rasa takut dan pembatasn diri dan 
dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan 
wajar.48 

 Tujuan dari rehabilitasi adalah memulihakan batin dan fisik 
seseorang dalam mengalami tekanan batin yang berlebihan, Memulihkan 
kembali rasa harga diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa 
depan diri sendiri ,keluarga,maupun masyarajat atau lingkungan sosial. 
Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melakukan 
fungsi sosialnya secara wajar. Selain itu tujuan rehabulitasi juga 
mengembalikan hak asasi manusia perjuangan menegakkan hak asasi 
manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari tuntutan sejarah dan 
budaya dunia, termasuk indonesia.karena itu, antara manusia dan 
kemanusiaan seluruh dunia sama dan satu.perbedaan budaya yang 
beragam di seluruh dunia hendaknya di pandang sebagai keragaman 

keragaman. Kredo bhineka tunggal ika merupakan kristalisasi dan 
pengakuan akan hal ini. Lewat kemauan dan penrlindungan hak asasi 
tersebut dapat di temukan jalan keluaryang baik dan memuaskan.  

 Rehabilitasi sosial memiliki beberapa fungsi adalah sebagai 
berikut:  

1. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial 
bagi penyandang masalah kejahatan sosial (PMKS).  

2. Penyusunan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang 
kesejahteraan sosial.  

3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial 
bagi PMKS.  

                                                             
 48 Ibid. 
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4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelengaraan rehabilitasi sosial 
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.  

5. Pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PMKS.49  

 Dalam rehabilitasi sosial terdapat tiga pelayanan yang di berikan 
kepada klien, yaitu sebagi berikut :  Institutional Based Rehabilitation 
(IBR) suatu sistem pelayanan rehabilitasi sosial dengan menempatkan 
PMKS dalam suatu institusi tertentu. Extra-Intitusional Based 
Rehabilitation, suatu sistem pelayanan dengan menempatkan PMKS pada 
keluarga dan masyarakat  serta Community Based Rehabilitation (CBR), 
suatu model tindakan yang dilakukan pada tingkatan masyarakat dengan 
membangkitkan kesadaran masyarakat dengan menggunakan sumber daya 
dan potensi yang dimilikinya. Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi 
: 

 Pencegahan,artinya mencegah timbulnya masalah sosial baik 
masalah datang dari diri korban itu sendiri, maupun masalah yang 
datang dari lingkungan dari korban. 

 Rehabilitasi diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan 
mental maupun bimbingan keterampilan, 
Resosialisasi , yaitu segala upaya bertujuan untuk menyiapkan 
klien agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat 
dilanjutkan pembinaan agar keberhasilan dari korban dalam proses 
rehabilitasi dan telah disalurkan dan di berikan dapat lebih 
dimanfaatkan.50 

 

 

 

 

                                                             
 49 Ibid. h.40. 
 50 Ibid. h.45. 


